
 

 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1023, 2016 KEMENAG. Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri. 
Raden Wijaya Wonogiri 

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 32 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 64 TAHUN 2015 

TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI  

RADEN WIJAYA WONOGIRI, JAWA TENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGAMA PUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dengan keterbatasan sumber daya manusia yang 

ada di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden 

Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah dan terdapatnya 

kesalahan penulisan dalam penyusunan Peraturan 

Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2015 tentang Statuta 

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya 

Wonogiri, Jawa Tengah, perlu dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2015 tentang Statuta 

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya 

Wonogiri, Jawa Tengah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4769); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5007); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus 

Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5016); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5500); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

13. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden 

Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah; 

14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 

15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 
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17. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama 

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 348); 

18. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha 

Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 364);  

19. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Publik di Kementerian Agama; 

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 

Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253); 

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 

Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 788); 

22. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada 

Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958); 

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 

Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1290); 

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687); 

25. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada 

Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1372); 
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26. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1952); 

27. Peraturan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2015 tentang 

Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden 

Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1760); 

28. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada 

Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1699);  

29. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang 

Penerimaaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1808); 

30. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231); 

31. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil 

Perguruan Tinggi Keagamaan dan Dosen Tetap Perguruan 

Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 76); 

32. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 

tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 

dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi 

Agama Negeri di lingkungan Departemen Agama; 

33. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2001 

tentang Pedoman Penyusunan Statuta pada Perguruan 

Tinggi Agama; 

34. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 

tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Kuasa 

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam 

dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama 

Negeri di Lingkungan Departemen Agama; 
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MEMUTUSKAN: 

Mengingat : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 64 TAHUN 2015 

TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA 

NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI, JAWA TENGAH. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 

64 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha 

Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1760), diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan huruf a Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 30 

Persyaratan calon Wakil Ketua: 

a.  berstatus Dosen Tetap; 

b.  beragama Buddha;  

c.  berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;  

d.  lulusan paling rendah program Magister (S2); 

e.  memangku jabatan fungsional paling rendah Lektor;  

f.  memiliki kompetensi dan berwawasan luas 

mengenai pendidikan tinggi; 

g.  memahami visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi; 

h.  menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter 

pemerintah; 

i.  tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat 

sedang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

j.  tidak sedang dipidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; 

k.  mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil 

Ketua secara tertulis; dan  

l.  menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama 

dengan Ketua. 
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2. Ketentuan huruf a Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 42 

Persyaratan calon Ketua Jurusan: 

a.  berstatus Dosen Tetap; 

b.  beragama Buddha; 

c.  berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;  

d.  lulusan paling rendah program Magister (S2); 

e.  memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;  

f.  berlatar belakang pendidikan sesuai dengan Jurusan 

yang terkait; 

g.  menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter 

pemerintah;  

h.  tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat 

sedang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

i.  tidak sedang dipidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;  

j.  mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi 

Ketua Jurusan; dan  

k.  dalam hal persyaratan pada huruf e tidak terpenuhi, 

dapat diisi oleh Dosen yang menduduki Jabatan 

Fungsional Akademik Asisten Ahli.  

 

3.  Ketentuan huruf a Pasal 45 diubah dan ditambah 1 

(satu) huruf yakni huruf k, sehingga Pasal 45 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 45 

Persyaratan calon Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat:  

a.  berstatus Dosen Tetap; 

b.  beragama Buddha; 

c.  berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;  

d.  lulusan paling rendah program Magister (S2); 

e.  memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;  
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f.  menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter 

pemerintah;  

g.  tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat 

sedang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

h.  tidak sedang dipidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; 

i.  mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi 

Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat;  

j.  memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi 

keahlian bidang yang dipimpinnya; dan  

k.  dalam hal persyaratan pada huruf e tidak terpenuhi, 

dapat diisi oleh Dosen yang menduduki Jabatan 

Fungsional Akademik Asisten Ahli.  

 

4. Ketentuan huruf a, huruf i, dan huruf k Pasal 47 diubah, 

sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 47 

Persyaratan calon Kepala Unit Penjaminan Mutu: 

a.  berstatus Dosen Tetap; 

b.  beragama Buddha; 

c.  berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;  

d.  lulusan paling rendah program Magister (S2); 

e.  memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor; 

f.  menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter 

pemerintah;  

g.  tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat 

sedang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

h.  tidak sedang dipidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; 

i.  mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi 

Kepala Unit Penjaminan Mutu;  

j.  memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi 

keahlian bidang yang dipimpinnya; dan 
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k.  dalam hal persyaratan dalam huruf e tidak 

terpenuhi, dapat diisi oleh Dosen yang menduduki 

Jabatan Fungsional Akademik Asisten Ahli.  

 

5. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 49 diubah, sehingga 

Pasal 49 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 49 

Persyaratan calon Kepala UPT:  

a.  berstatus Dosen Tetap; 

b.  beragama Buddha; 

c.  berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi 

Dosen dan 54 (lima puluh empat) tahun bagi tenaga 

kependidikan;  

d.  lulusan paling rendah program Sarjana (S1); 

e.  menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter 

pemerintah;  

f.  tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat 

sedang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

g.  tidak sedang dipidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; 

dan  

h.  memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi 

keahlian bidang yang dipimpinnya. 

 

6. Diantara Paragraf 6 dengan Paragraf 7 ditambah 1 (satu) 

paragraf yakni Paragraf 6A dan diantara Pasal 51 dengan 

Pasal 52 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 51A, 

sehingga Paragraf 6A dan Pasal 51A berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Paragraf 6A 

Rangkap Jabatan 

 

Pasal 51A 

Ketua Jurusan, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat, Kepala Unit Penjaminan Mutu, dan 

Kepala UPT dilarang merangkap sebagai:  
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a.  pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang 

diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;  

b.  pejabat pada instansi pemerintah baik pusat 

maupun daerah; 

c.  pejabat pada badan usaha milik negara/daerah 

maupun swasta; dan  

d.  anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi 

dengan partai politik.  

 

7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 53 dihapus serta 

ayat (4) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 53 

(1)  Pegawai Sekolah Tinggi terdiri atas Dosen dan 

Tenaga Kependidikan.  

(2)  Dihapus. 

(3)  Dihapus. 

(4)  Gaji Pegawai Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibayar sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

8. Pasal 55 dihapus. 

 

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 72 

(1)  Setiap warga kampus wajib melaksanakan kode etik 

kampus. 

(2)  Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi nilai-nilai Buddha Dharma dan aturan 

hukum dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, 

serta berperilaku di dalam kampus.  

(3)  Warga kampus yang melakukan pelanggaran 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2016, No.1023 -11- 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Juni 2016 

   

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd. 

 

   LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 13 Juli 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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